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BUPATI BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   38  TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KABUPATEN BLORA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang : a. bahwa agar dalam pemberian tambahan penghasilan 

bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Blora dapat berhasil guna, 

berdaya guna dan efektif, maka perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap pengaturan pemberian 

tambahan penghasilan dimaksud; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah 

dapat memberikan tambahan penghasilan kepada 

pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan 

kemampuan keuangan daerah dan memperoleh 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. bahwa pengaturan tambahan penghasilan 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati 

Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil 

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora  

dipandang tidak sesuai dengan perkembangan 

keadaan sehingga perlu diubah dan disesuaikan; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan 

Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Blora; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimaan telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Nomor 8); 
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11. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah teakhir dengan Peraturan 

Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA. 

   

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 

9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah 

Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9) yang telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Blora: 

a. Nomor 50 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2021 Nomor 50); 

b. Nomor 5 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora 

Tahun 2023 Nomor 5); 

diubah sebagai berikut: 

  1.  Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 dihapus, 

sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 6 

(1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati untuk setiap tahun 

anggaran. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 
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  2.  Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) 

pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut: 

   
Pasal 7A 

(1) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan 

sebesar 80% (delapan puluh persen) dari 

besaran TPP untuk kelas jabatan terendah. 

(2) Besaran TPP ASN basic untuk: 

a. PPPK non guru ditetapkan sebesar 70% 

(tujuh puluh persen) dari besaran TPP 

untuk kelas jabatan terendah; dan 

b. PPPK guru ditetapkan sebesar 70% (tujuh 

puluh persen) dari besaran TPP untuk kelas 

jabatan terendah dikurangi sejumlah 

besaran Tambahan Penghasilan yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

  3.  Ketenturan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

   Pasal 24 

(1) Ketentuan tidak dapat melakukan pemenuhan 

komitmen untuk tidak melakukan 

korupsi/gratifikasi/tindakan yang menimbulkan 

kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (3) dikenakan terhadap: 

a. Pegawai ASN yang berdasarkan keputusan 

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Pejabat 

Penyelesaian ditetapkan sebagai pihak yang 

merugikan Daerah dan wajib mengganti 

kerugian Daerah; dan 

b. Pegawai ASN yang telah terbukti menerima 

gratifikasi berdasarkan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

(2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) termasuk kerugian daerah yang timbul 

karena perbuatan melawan hukum baik sengaja 

atau lalai yang terkait dalam pengelolaan barang 

milik Daerah. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 16 Oktober 2023 

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 16 Oktober 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd. 

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR  38 

 

 

 Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 

 

SLAMET SETIONO, SH, MM 

NIP. 19770111 200501 1 006 

  

    

 

 
 

 

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE 

(Balai Sertifikasi Elektronik).  
 


